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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Tinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kecamatan Tambora adalah sebagai 

berikut : 

a. Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap kawasan hutan dari 

tindak pidana perusakan hutan (illegal logging)  

b. Melakukan pembinaan berupa Diklat terhadap petugas/pengawas dan 

kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. 

c. Menyelenggarakan konservasi terhadap kelestarian hutan dengan cara 

bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Mahasiswa KKN (kuliah kerja nyata) dan Mahasiwa PKL (praktek 

kerja lapangan). 

2. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Illegal Logging) di Kawasan 

Hutan Tambora 

a. kebutuhan ekonomi mereka, kebiasaan masyarakat untuk mengambil 

hasil hutan kayu ini sudah menjadi budaya  
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b. Kurangnya Anggaran/biaya serta Petugas/pengawas  

             c.    Sarana-prasarana yang masih belum cukup memadai 

B.  Saran  

Berdasarkan uruaian pada kesimpulaan di atas, maka penyusun 

memberikan beberapa saran antara lain: 

1. Pemerintah harus maksimal dan meningkatkan perannya dalam segala 

kegiatan pelaksaannya maupun dalam memberikan sosialisasi serta 

edukasi untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya menjaga 

kelestarian hutan. 

2. Bahwa pemerintah pusat perlu menambah biaya/anggaran serta 

petugas/pengawas Kesatuan Pengeleloaan Hutan (KPH) Tambora untuk 

menunjang segala kegiatan pelaksanaan penanggulannya terhadap tindak 

pidana perusakan hutan (Illegal Logging) di kawasan hutan. 

3. Pemerintah pusat perlu menyediakan sarana-prasarana serta perlengkapan 

yang cukup sebagai pendukung serta untuk mempemudah petugas/ 

pengawas Kesatuan Pengeleloaan Hutan (KPH) Tambora dalam 

melaksanakan segala kegiatan-kegiatannya. 
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